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Pengantar

Penyusunan kerangka kebijakan pertahanan bagi suatu negara untuk jangka waktu
tertentu adalah suatu hal wajar dan menjadi keharusan. Bahkan bagi Indonesia, hal ini dapat
dimaknai sebagai suatu hal yang strategis. Pertama, karena dengan demikian masyarakat
juga diajak untuk memahami dan sekaligus menelaah lebih lanjut tentang definisi pertahanan
dan kebijakan negara dalam bidang tersebut. Kedua, kerangka kebijakan semacam ini
memberikan gambaran tentang arah dan tujuan yang ingin dicapai dari sebuah kebijakan
dengan mendasarkan pada berbagai kondusi obyektif negara pada saat disusunnya kebijakan
tersebut.

ProPatria sebagai salah satu organisasi yang memberikan perhatian secara khusus
terhadap berbagai permasalahan menyangkut security sector reform, jauh-jauh hari saat Pemilu
Presiden 2004 telah memberikan pertimbangan tentang berbagai program strategis dalam
bidang pertahanan negara yang harus dielaborasi sebagai kebijakan selama 5 tahun ke depan.
Dalam konteks itu, kebijakan pertahanan negara 2004 — 2009 harus disusun dan ditujukan
terutama untuk menuntaskan reformasi militer di bidang politik pertahanan untuk
membentuk tentara profesional. Hal tersebut dilakukan agar TNI tidak lagi dibebani oleh
masalah-masalah politik dan ekonomi, serta dapat berkonsentrsi melakukan modernisasi
pertahanan secara profesional.

Penuntasan reformasi militer di bidang politik pertahanan dilakukan dengan tiga
strategi yang dilaksanakan secara simultan. Pertama, membuat satu cetak biru regulasi politik
di bidang pertahanan negara. Cetak biru itu diperlukan agar terbentuk suatu kebijakan
terpadu di bidang pertahanan negara. Kedua, melengkapi kerangka kebijakan di bidang
pertahanan negara sesui dengan UU No0.3/2002 tentang Pertahanan Negara dan UU No.34/
2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Ketiga, melakukan perubahan yang sifatnya
operasional guna merealisasi perintah UU N0.3/2002 dan UU No0.34/2004.

Secara garis besar ada lima agenda utama menyangkut kebijakan dalam bidang
pertahanan negara 2004 — 2009 sesuai amanat UU No0.3/2002 dan UU No0.34/2004. Pertama,
melakukan konsolidasi Departemen Pertahanan dan Mabes TNI serta mempertegas hubungan
kewenangn kedua lembaga tersebut. Kedua, penataan penggelaran kekuatan TNI sesuai
dengan penjelasan pasal 11 (2) UU No0.34/2004 yang mensyaratkan lebih mengutakan wilayah
rawan keamanan, daerah perbatasan, daerah rawan konflik dan pulau terpencil sesuai dengan
kondisi geografis dan strategi pertahanan. Ketiga, pengambilalihan berbagai aktivitas bisnis
TNI sesuai dengan pasal 76 UU No0.34/2004. Keempat, penyiapan rencana dan langkah-langkah
untuk menciptakan prajurit profesional. Kelima, menyiapkan kebutuhan minimal pertahanan
agar TNI dapat menjalankan tugas-tugas pokok sebagaimana diamanatkan oleh UU dan
kebijakan pertahanan negara.

Jakarta, Januari 2005
ProPatria
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SATU

Platform Pertahanan Pemerintahan SBY-JK

Reformasi sektor keamanan
merupakan dasar transformasi pertahanan
di Indonesia. Transformasi pertahanan ini
dilakukan terutama untuk memujudkan
TNI profesional yang terlepas sepenuhnya
dari karakter tentara politik dan tentara
niaga. Agenda reformasi sektor keamanan
di Indonesia terdiri dari enam pekerjaan
rumah. Pertama, perumusan regulasi-
regulasi politik untuk mengatur aktor-aktor
keamanan yang diharapkan memiliki
karakter dan budaya strategi baru. Kedua,
restrukturisasi organisasi keamanan
terutama yang berkaitan dengan pemisahan
organisasi TNI-POLRI serta program
pengembangan postur pertahanan
Indonesia. Ketiga, pengaturan tataran
kewenangan antar instansi-instansi yang
bergerak di sektor keamanan. Keempat,
perumusan dan penetapan kebijakan
pertahanan negara serta Kkebijakan
keamanan nasional. Kelima, alokasi
sumber-sumber daya pertahanan untuk
mengembangkan kekuatan pertahanan.
Dan terakhir, keenam, rekonstruksi budaya
strategik yang mencerminkan adanya
adaptasi nilai-nilai demokrasi serta prinsip-
prinsip humanitarian oleh institusi-institusi
keamanan.

Hingga pertengahan 2004, reformasi
internal TNI telah berhasil melakukan
beberapa pembaharuan institusi TNI. Pada
5 Oktober 1998, pemerintah berhasil
menyelesaikan perumusan “Paradigma
Baru Peran TNI” yang berisikan dokumen
tentang Redefinisi, Reposisi, dan

Reaktualisasi peran TNI dalam kehidupan
bangsa di masa depan. Paradigma baru ini
kemudian diwadahi secara formal melalui
TAP MPR-RI Nomor: VI/MPR/2000
tentang Pemisahan TNI dan POLRI, serta
TAP MPR-RI Nomor: VII/ZMPR/2000
tentang Peran TNI dan POLRI. Berdasarkan
paradigma baru serta kedua TAP MPR
tersebut, secara kelembagaan, Mabes TNI
melakukan beberapa perubahan struktural
yang mendasar, antara lain:

(1) pemisahan TNI dan POLRI;

(2) penghapusan jabatan Kassospol TNI
dan Kaster TNI;

(3) penghapusan Dwi Fungsi ABRI; (4)
likuidasi fungsi kekaryaan serta sosial
politik TNI;

(4) penghapusan keberadaan fraksi TNI/
POLRI di lembaga legislatif di tahun
2004,

(5) penerapan akuntabilitas publik
terhadap aktivitas bisnis militer; serta

(6) perumusan ulang strategi dan doktrin
pertahanan Indonesia.

Platform SBY-Jk di bidang
pertahanan negara menawarkan suatu
gagasan umum yang terfokus pada
pengembangan TNI sebagai komponen
utama di bidang pertahanan negara.
Platform SBY-JK tidak menyentuh tentang
substansi kebijakan pertahanan negara
namun langsung menggagas kebijakan
umum tentang peningkatan
profesionalisme TNI, kesejahteraan prajurit
TNI, serta modernisasi pertahanan.
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Ada dua hal menarik yang bisa
dikaji lebih dalam dari plafrom ini.

Pertama, SBY-JK menekankan
pentingnya untuk meletakkan peran
kelembagaan militer dalam koridor
demokrasi yang berdasarkan prinsip
supremasi sipil. Namun, SBY-JK berupaya
untuk mengedapankan prinsip supremasi
sipil ini tanpa membuat suatu dikotomi
antara sipil dengan militer. Gagasan ini
menarik untuk dibahas lebih tajam karena
kajian-kajian teoritik tentang hubungan
sipil-militer menekankan perlu adanya
pemisahan tajam antara institusi militer
dengan institusi-institusi lainnya. Secara
operasional, pemisahan ini tampak dari
pembentukan Departemen Pertahanan dan
Mabes TNI. Pemisahan ini diperlukan agar
TNI dapat berkembang sebagai satu-
satunya institusi yang mendapat hak
khusus dari negara untuk mengakumulasi
dan menggunakan kekuatan bersenjata
yang terorganisir dalam rangka pertahanan
negara. Pemisahan ini juga diperlukan agar
TNI dapat berkembang menjadi tentara
profesional yang lepas dari karakter tentara
politik yang biasanya muncul di negara-
negara berkembang. Gagasan SBY-JK untuk
menegakkan prinsip supremasi sipil tanpa
melakukan dikotomi sipil-militer menjadi
menarik untuk dibedah lebih dalam untuk
mengetahui apakah gagasan tersebut dapat
menjembatani prasyarat negara demokratis
tentang supremasi sipil dengan karakter
TNI yang secara historis tidak terpisahkan
dari rakyat

Kedua, platform SBY-JK
menempatkan konflik internal sebagai
potensi ancaman terbesar yang akan
dihadapi Indonesia 2004-2009. Namun,
rancangan kebijakan untuk meningkatkan
profesionalisme, kesejahteraan prajurit dan

modernisasi pertahanan belum disertai
dengan substansi kebijakan di bidang
pertahanan negara yang meliputi: regulasi-
regulasi politik di bidang pertahanan
negara, doktrin pertahanan yang akan
dikembangkan, hingga struktur organisasi
TNI.
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DUA

Napak Tilas 100 Hari Kebijakan Pertahanan Negara

Tampilan kebijakan keamanan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
selama 100 hari pemerintahannya secara
garis besar dapat dikategorikan ke dalam
empat lapangan kebijakan keamanan
utama, yaitu: strategi pertahanan, sumber
daya pertahanan, pengerahan pasukan, dan
organisasi TNI. Gambaran umum dari kajian
ini sekaligus memperlihatkan permasalahan
yang muncul sehubungan dengan
perkembangan nuansa demoratisasi politik
dalam negeri yang meniscayakan
supremasi sipil atas militer dengan
diangkatnya usulan kontrol atas TNI oleh
Departemen Pertahanan, yang dalam hal
ini diwujudkan melalui mekanisme
supremasi Menteri Pertahanan.

Di dalam waktu 100 hari tersebut,
terdapat masalah-masalah pokok kebijakan
yang terkait dengan kelanjutan kebijakan
yang telah dijalankan oleh pemerintahan
sebelumnya, di samping terdapat pula hal-
hal baru yang merupakan kebijakan yang
dihasilkan langsung oleh pemerintahan
Presiden Yudhoyono. Namun demikian,
kebijakan yang dihasilkan oleh Presiden
Megawati maupun pemerintahan
sebelumnya pun telah mengalami
perubahan yang cukup berarti, sehingga
secara luas hal itu dapat juga dianggap
sebagai arah baru kebijakan serta tanggung
jawab pemerintah Presiden Yudhoyono.

Pengamatan atas kinerja Presiden
Yudhoyono dalam bidang keamanan
tersebut di atas diambil dari sumber-sumber
berita (harian-harian nasional utama) yang

memberikan perhatian kepada agenda
spesifik kebijakan yang telah dijalankan oleh
pemerintahan Presiden Yudhoyono selama
kurang lebih tiga bulan pertama. Dari
keseluruhan berita yang teramati, terdapat
kecenderungan, bahwa masalah-masalah
yang berkenaan dengan sumber daya
pertahanan mendapat porsi terbesar yaitu
sekitar 40% dari seluruh pemberitaan.
Secara hipotetis, besaran pemberitaan
tersebut memperlihatkan kisaran fokus
bahasan yang tampaknya menjadi
perhatian Pemerintah Yudhoyono dalam
konteks kebijakan pertahanan-
keamanannya.

Strategi Pertahanan

Kebijakan strategi pertahanan yang
menjadi tolok ukur perencanaan
pertahanan nasional secara luas masih
memperlihatkan keadaan yang belum
diharapkan, terkait dengan keinginan
Pemerintah untuk segera membenabhi,
seperti yang dijanjikan oleh Presiden
Yudhoyono pada saat kampanye pemilihan
umum yang lalu. Hal ini berkaitan dengan
rendah dan kurang tegasnya Pemerintah
dalam memberikan respon terhadap
berbagai isu pertahanan yang langsung
maupun tidak berhubungan dengan
Negara lain, atau tersedianya konsep dasar
pertahanan yang akan menjadi acuan bagi
sistem pertahanan terpadu Indonesia.
Terlepas dari belum dituntaskannya
pembahasan kebijakan umum pertahanan
negara secara final, berbagai peristiwa
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terkait dengan hal tersebut masih belum
berhasil ditanggapi secara memadai oleh
Pemerintah. Dari hasil pemantauan secara
umum, kebijakan ini masih merupakan
porsi terkecil dari pemberitaan mengenai
keseluruhan kebijakan pertahanan
nasional. Padahal di dalamnya terdapat
komponen-komponen penting yang sedang
menjadi agenda keprihatinan bangsa
Indonesia atas apa yang sedang terjadi di
tanah air saat ini.

Dari beberapa agenda dalam
masalah strategi pertahanan yang menjadi
sorotan utama, kerja sama dengan luar
negeri di bidang keamanan, upaya
perdamaian di NAD, UU Anti Terorisme,
dan penghapusan Komando Teritorial
adalah diantaranya yang terpenting.
Terlepas dari kerjasama dengan luar negeri,
ketiga isu terakhir memang masih dapat
dikategorikan sebagai kasus-kasus limpahan
dari pemerintahan sebelumnya. Kerjasama
luar negeri di bidang pertahanan menjadi
perhatian yang sangat luas terkait pada
perkembangan hubungan internasional
pasca-tsunami di Asia Tenggara dan
Selatan, di tengah mencuatnya pula
kenyataan akan parahnya kondisi
kelengkapan persenjataan maupun unit-
unit bantuan teknis militer TNI dalam
menghadapi tantangan militer maupun
non-militer.

Yang paling menonjol dalam upaya
partisipatif Pemerintah dalam memerangi
terorisme internasional adalah upaya revisi
UU Anti Terorisme No. 15/2003, yang
ditujukan pada awalnya untuk
mempercepat usaha penumpasan tindak
pidana terorisme di dalam negeri. Revisi 9
pasal undang-undang tersebut dianggap
tidak menjawab kebutuhan yang
sebenarnya dari upaya itu selain

pembenahan superfisial yang berujung
pada persoalan merosotnya hak-hak asasi
manusia (HAM). Masalah ini tidak saja
menjadi benih pertentangan politik antara
eksekutif dan legislatif, namun dapat
sekaligus mendorong terjadinya kontra-aksi
yang bersifat subversif di kemudian hari.
Lebih jauh, pengaturan upaya perang
melawan terorisme masih memerlukan
perumusan yang lebih mendalam dan
kerjasama yang lebih baik dengan instansi-
instansi keamanan terkait, baik pihak
kepolisian maupun dinas intelijen. Respon
positif memang datang dari beberapa
negara sahabat untuk melakukan
pertukaran informasi maupun kerjasama
dalam bidang-bidang khusus dalam
mengatasi terorisme. Namun uluran tangan
dari Amerika Serikat, Australia, dan
lainnya tersebut masih mengandung hal-
hal yang belum bisa dijabarkan secara teknis
dan menguntungkan kedua pihak. Hal ini
khususnya terlihat pada beberapa kebijakan
militer negara-negara tersebut dalam
mendefinisikan ancaman (potential threats).

Pada awal bulan November 2004,
Australia mengajukan gagasan untuk
melakukan serangan mendahului (pre-
emptive strike) pada sasaran-sasaran yang
diyakini sebagai pusat gerakan teroris di
Indonesia. Hal yang sama diajukan
kemudian oleh Australia dalam usahanya
menangkal kemungkinan terjadinya
penyusupan elemen-elemen  yang
bermusuhan terhadap negeri itu dari laut;
Australia mengajukan rencana
pemantauan jarak jauh hingga memasuki
wilayah kedaulatan Indonesia. Kedua
contoh tersebut memperlihatkan
pentingnya Indonesia, khususnya TNI
sebagai tulang punggung pertahanan
keamanan RI dalam menyikapi, bukan saja
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kemungkinan datangnya ancaman
langsung musuh terhadap keutuhan
Indonesia, tetapi juga menanggapi
ancaman tidak langsung dari kebijakan-
kebijakan militer dari negara-negara
sahabat. Tanggapan yang telah dikeluarkan
oleh Pemerintah Indonesia sejauh ini sudah
dapat dianggap memadai dan terukur,
khususnya dengan menampik bentuk-
bentuk kebijakan yang dapat dianggap
sebagai bentuk campur tangan langsung
terhadap kedaulatan Indonesia.

Keperluan yang lebih mendesak dari
strategi pertahanan adalah dalam bentuk
adanya kerja sama dengan luar negeri,
terkait dengan koordinasi antara instansi
terkait. Departemen Pertahanan RI
(Dephan) sejauh ini sudah mulai melakukan
langkah-langkah terkait dengan kebijakan
dasar politik luar negeri Rl yang juga sedang
dijalankan oleh Departemen Luar Negeri Rl
(Deplu) serta Markas Besar TNI (Mabes).
TNI secara institusi telah memainkan peran
positif dalam usaha menjalin kerjasama di
bidang keamanan dengan mitra-mitra
terdekatnya, seperti AS, Malaysia,
Thailand, dan Singapura. Departemen Luar
Negeri sudah meminta pada Australia dan
Selandia Baru agar ikut serta dalam
perjanjian Treaty of Amity and Cooperation
(TAC), suatu perjanjian yang akan
menjamin terselenggaranya perdamaian
dan kerjasama yang lebih intensif antara
Negara-negara di kawasan tersebut, yang
pada gilirannya akan menyumbangkan
perdamaian yang menyeluruh di Asia.

Di dalam rumusan yang lebih fokus
dari masalah keamanan nasional,
pembenahan sungguh-sungguh di bidang
intelijen merupakan suatu keharusan.
Kegagalan yang berulang kali dari operasi
intelijen Indonesia dalam mengantisipasi

datangnya serangan terhadap kepentingan
umum telah menyebabkan merosotnya
kepercayaan masyarakat serta melemahnya
moral para penegak hukum lainnya. Dalam
hal ini, Badan Intelijen Negara (BIN)
dituntut untuk Ilebih meningkatkan
kemampuannya dalam memberikan
masukan informasi strategis sebagai bagian
dari usaha terpadu pihak keamanan terkait
(BAIS, intelijen kepolisian, dan lain-lain)
dalam mengatasi aksi terorisme dan
sejenisnya di Indonesia. Upaya mendesak
yang perlu dilakukan agar operasi intelijen
Indonesia lebih dapat diandalkan di masa
mendatang adalah dengan melakukan
langkah-langkah kerjasama dengan
negara-negara sahabat yang hendak
bekerjasama sekaligus meningkatkan
koordinasi yang lebih efektif serta
pembaruan internal badan intelijen itu
sendiri. Sebagian dari harapan tersebut
sudah dapat dipenuhi dengan
berlangsungnya pergantian kepemimpinan
BIN. Diharapkan suatu bentuk kinerja baru
dari organisasi tersebut dapat segera dilihat
dari hasil kerja yang mulai sangat ditunggu
di tengah situasi yang menuntut kerja keras
saat ini.

Isu yang paling krusial dari
pembenahan TNI di bidang masalah
strategi pertahanan adalah upaya
penghapusan Komando Teritorial (Koter)
sebagai usaha penyederhanaan postur TNI
di dalam negara yang demokratis.
Pemikiran ke arah tersebut membentuk
berbagai pandangan yang memicu
perdebatan di berbagai kalangan. Secara
umum, datangnya keberatan untuk
menghilangkan Koter terkait dengan
syarat-syarat dasar yang melingkupi proses
peralihan peran TNI dari konteks negara
otoriter ke bentuk negara demokratis serta
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kebutuhan-kebutuhan yang bersifat sangat
teknis kemiliteran. TNI telah memasuki
persimpangan jalan kesejarahannya ketika
muncul kesediaan bersyarat dari para
petinggi TNI menerima Koter sebagai
bentuk pengorganisasian tentara yang
sudah tidak relevan lagi di dalam negara
penganut demokrasi. Jalan keluar yang
dipikirkan pihak-pihak terkait adalah
terdapatnya suatu mekanisme baru yang
menjamin perlindungan tertorial yang
memmadai bagi wilayah Indonesia yang
spesifik Ada kerelaan yang bersifat tulus
dari TNI yang menuntut suatu pemikiran
mendalam untuk mendapatkan bentuk
optimal yang bisa diterima oleh semua
pihak tanpa mengorbankan kepentingan
dasar pertahanan-keamanan nasional.
Secara umum, masalah Koter sebagai
bagian dari wacana yang sudah
berkembang, bahkan di kalangan internal
TNI, sejak dimulainya reformasi masih
dianggap belum mendapat tempat yang
serius pada saat ini.

Konflik yang berkepanjangan di
Aceh (NAD) telah menjadi agenda tetap
seluruh pemerintahan pasca-Soeharto dan
tampaknya juga belum menggapai sasaran
yang diharapkan sampai dengan 100 hari
Pemerintah  Presiden  Yudhoyono.
Kebijakan militer TNI menghadapi Gerakan
separatis Aceh (GAM) umumnya masih
sama dengan kebijakan yang dijalankan
sebelumnya, dimana aspek militer masih
lebih mengemuka dibandingkan dengan
aspek kemanusiaannya. Perkembangan
baru di dalam konteks konflik di NAD
adalah dampak dari bencana alam gempa
bumi dan tsunami tersebut. TNI
dihadapkan pada pilihan yang sulit.
Kedatangan pasukan dan relawan asing
untuk membantu mengatasi bencana

menempatkan TNI pada kondisi yang tidak
lagi sentral dalam penanganan masalah
kemanusiaan di tempat itu. Di sisi lain,
satuan organik TNI sendiri mengalami
pukulan sebagai akibat dari hilangnya
personil-personil TNI beserta keluarganya
akibat dari bencana tersebut. Kurangnya
peralatan yang dibutuhkan guna mengatasi
akibat dari rusaknya infra struktur di Aceh
telah mengakibatkan lemahnya daya bantu
TNI sebagai komponen bantuan. Di saat
yang bersamaan, ancaman militer dari
GAM masih terasa, terutama ketika satuan-
satuan GAM di tempat-tempat yang lebih
tinggi dapat melakukan konsolidasi pada
saat tenaga TNI terpakai penuh dalam
operasi pertolongan.

Di dalam situasi seperti itu,
tantangan terbesar datang dari adanya
usaha negara tertentu untuk melakukan
latihan di dekat wilayah kedaulatan negara
RI. Walaupun TNI, malalui Kapuspennya,
melakukan peringatan diplomatik terhadap
negara tersebut, namun pada dasarnya
Indonesia tidak memiliki kemampuan
apapun untuk menjamin pelanggaran
terhadap kedaulatan negara dipatuhi.
Dengan demikian secara teknis kemiliteran,
telah terjadi penyusutan kemampuan
pertahanan RI di wilayah paling barat
sebagai akibat dari ketidakberdayaan
sumber-sumber daya TNI serta kelemahan
koordinasi yang secara langsung maupun
tidak langsung telah mengacaukan strategi
pertahanan Indonesia secara keseluruhan.
Bahwa kenyataan itu mendorong
terjadinya gencatan senjata dan dimulai
kembalinya proses perundingan dengan
GAM, lebih disebabkan oleh totalitas
dinamika hubungan internasional dari
bencana alam tersebut daripada
keberhasilan strategi politik keamanan RI.
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Sumber Daya Pertahanan

Elemen kedua dari kajian kebijakan
keamanan Kabinet Presiden Yudhoyono
yang memperoleh perhatian terbesar dalam
substansi pemberitaan adalah sumber daya
pertahanan. Hal ini menyangkut aspek-
aspek yang terkait dengan kondisi intrinsik
TNI, baik dari segi kesediaan peralatan,
fasilitas, dukungan dana maupun kegiatan-
kegiatan institusi yang berhubungan dengan
aktivitas keuangan organisasi, atau yang
lebih dikenal sebagai bisnis militer.
Keprihatinan utama dari usaha pengadaan
peralatan dasar TNI sebagai satuan tempur
(combative forces) adalah tidak adanya
dukungan dana yang cukup untuk
melakukan pemeliharaan yang memadai
maupun pembelian peralatan tempur baru

sebagai bagian dari peremajaan
persenjataan TNI.
Menurut Menteri Pertahanan

Juwono Sudarsono, sejak tahun 1952
anggaran resmi untuk bidang pertahanan
keamanan tidak pernah cukup. Saat ini
Dephan hanya mendapat antara 12-16
trilyun Rupiah atau 8% dari APBN
berjalan. Hal itu tentu menyulitkan pihak
penyelenggara pertahanan  dalam
menyediakan kemampuan pertahanan
yang memadai bagi negara. Di dalam
konteks itu, Indonesia hanya sedikit lebih
baik tingkat kesiapan pertahanannya
dibandingkan Kamboja dan Laos di Asia
Tenggara. Tentu ada penjelasan yang lebih
dari cukup tentang masalah ini. Sepak
terjang TNI di masa lalu, yang masih
bernama ABRI (Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia), menyisakan keraguan
yang mendalam pada banyak pihak akan
integritas para prajurit TNl dalam
menjalankan tugasnya sebagai pelindung
bangsa dan negara.

Pemanfaatan peralatan militer yang
tidak pada tempat dan tujuannya
menghasilkan berbagai jenis hambatan bagi
peremajaan peralatan TNI oleh adanya
embargo serta restriksi pembelian senjata
dan suku cadang persenjataan TNI yang
memiliki sifat agresif. Dalam perjalananan
kesejarahan yang menentukan ini, TNI
didorong untuk secara dramatis merubah
pola berpikir lama yang berorientasi pada
kekuasaan dan sepenuhnya menerima pola
pemikiran demokratis yang memberikan
kepada sipil superioritas atas keputusan-
keputusan politik kemiliteran.

Persoalan terbesar saat ini adalah
meyakinkan negara-negara penghasil
maupun pemasok senjata untuk segera
mencabut kebijakan-kebijakan yang diambil
kepada pemerintahan Orde Baru dulu.
Sebagian dari upaya pemulihan citra TNI
sebagai tentara profesional di dalam
kerangka negara yang demokratis
dilakukan antara lain dengan rencana
untuk menjelaskan reposisi TNI yang
sudah reformis pada, khususnya negara
pemasok persenjataan utama, Amerika
Serikat. Sebuah rencana yang belum jelas
paparannya sedang dirancang guna
meyakinkan Kongres AS akan terjadinya
perubahan TNI ke arah yang positif.
Walaupun belum ada kepastian akan
berhasilnya usaha Dephan melobi
pemerintah AS, masalah di dalam negeri
tampaknya tidak kalah menarik. atas dasar
kecurigaan akan pemanfaatan yang sulit
dikontrol, berbagai kalangan masih
meragukan dan cenderung menolak
rencana kenaikan anggaran pertahanan RI,
baik untuk TNI maupun Polri selama
kinerja kedua lembaga tersebut sulit untuk
dapat dikatakan “membaik”. Selama
kondisi politik dalam negeri tidak kondusif
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dalam meyakinkan pihak luar akan telah
berlangsungnya proses reformasi, maka
sumber daya pertahanan Indonesia masih
akan menjadi kendala bagi terbentuknya
TNI yang tangguh, disiplin dan modern. Di
sisi lain, Deplu dan jajarannya melakukan
upaya diplomatik secara terpadu dalam
usaha memastikan perubahan pandangan
politik negara-negara sahabat terhadap
Indonesia, yang mungkin pada akhirnya
dapat menjelaskan posisi tersebut pada
publik setempat dan mendorong
pemahaman yang positif terhadap militer
di Indonesia.

Saat ini, usaha yang paling gencar
yang tengah dicapai adalah melakukan lobi
kepada Kongres AS. Harapan bernada
optimis terasa setelah pemerintahan baru
AS tetap dipegang oleh Presiden George
Bush dari Partai Republik yang secara
tradisionil lebih relaks pada militer
Indonesia. Namun untuk mencapai tujuan
itu pun, Dephan masih berusaha untuk bisa
menggalang dana agar proses melobi
Kongres AS dapat terlaksana. Salah satu
alternatif yang sedang dijalankan oleh
kalangan petinggi TNI adalah mencari
sumber-sumber pasokan baru yang tidak
selalu mengaitkan penjualan senjatanya
dengan pemanfaatannya. Negosiasi saat ini
sedang berlangsung antara TNI-AU,
misalnya, dengan pihak Rusia dalam
pengadaan serta penambahan kekuatan
armada udaranya dengan pesawat-
pesawat tempur generasi yang lebih baru
Sukhoi SU-27SK serta helikopter jenis SU-
39MK. Kemungkinan beralihnya sumber
pasokan persenjataan itu akan terjadi
apabila Indonesia gagal meyakinkan AS
untuk menghargai perkembangan di
Indonesia. Rusia adalah pemasok yang
sepadan dengan AS dari segi tingkat

kecanggihan teknologi maupun kapasitas
dukungannya. Dan Rusia sekaligus
menawarkan pembangunan industri
persenjataan mandiri Indonesia yang
dibantu oleh alih teknologi Rusia dalam
jangka panjang. Tawaran yang sama
datang dari Cina untuk memperbarui serta
meremajakan sistem persenjataan TNI.
Namun datangnya berbagai tawaran
tersebut dapat sekaligus mendatangkan
kesulitan teknis sistem persenjataan
terintegrasi TNI apabila tidak didukung
oleh cetak biru pola dasar sistem yang baku,
apalagi hal ini terkait dengan adanya
rencana Indonesia membeli 8 pesawat
tempur eks-Libya yang pembicaraannya
dilakukan oleh Ketua PP Muhammadiyah
dengan putra Kolonel Khadafi, Syaiful
Islam Khadafi.

Besarnya kesulitan yang dihadapi
oleh TNI menghadapkan Indonesia pada
pilihan kebijakan. Yang menjadi perhatian
utama Pemerintah saat ini adalah
kemungkinan pengembangan industri
persenjataan mandiri yang muncul dari
hasil kerjasama antara angkatan bersenjata
dengan akademisi dan kalangan industri
dalam negeri. Walau tampaknya mulia,
gagasan tersebut baru akan terlaksana
apabila mendapat dukungan alih teknologi
dari negara-negara penghasil persenjataan.
Secara tradisional, Indonesia dapat saja
memulai lagi pendekatan yang pernah
dilakukan dulu terhadap negara-negara
Eropa Timur yang pada saat ini tingkat
teknologi militernya cukup maju. Secara
umum dapat dikatakan, bahwa masih
terdapat kesulitan besar dalam usaha
menciptakan hubungan kerjasama militer
yang dapat menjamin terciptanya kondisi
saling menguntungkan tanpa
mengorbankan kedaulatan dan harga diri
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dalam situasi yang sulit ini. Semuanya akan
kembali pada bagaimana Pemerintah
menata pola hubungan kelembagaan secara
harmonis sehingga menghasilkan sebuah
keyakinan di negara-negara lain, bahwa
TNI telah sepenuhnya memasuki tahapan
demokrasi serta dapat diandalkan dan
terpercaya.

Persoalan TNI yang masih sensitif
sejak bergerak masuk ke dalam wilayah
transisi adalah kegiatan bisnisnya.
Meluasnya kegiatan bisnis TNI yang sangat
merebak pada masa pemerintahan
Soeharto, mendadak mendapat perhatian
besar ketika TNI sebagai komponen bangsa
yang reformis dituntut terbuka dan
transparan dalam pengelolaannya. Saat ini
upaya ke arah penertiban bisnis TNI
mengalami kesulitan, karena banyak dari
kegiatannya yang tidak bisa
diidentifikasikan dan sulit untuk
diverifikasikan. Dephan telah mengusulkan
pembentukan kelompok kerja bersama
Mabes untuk menertibkan unit-unit bisnis
di semua jajaran TNI, yang diharapkan
dapat diadakan penyatuan ke dalam
sebuah badan. Usulan Menhan yang
spesifik adalah pengambilalihan aset bisnis
militer yang bernilai di atas US $ 550.000,-
oleh Pemerintah yang kemudian
dikembangkan menjadi BUMN yang
sahamnya dimiliki prajurit  TNI.
Pengelolaannya dapat dilakukan oleh
professional dengan mempertimbangkan
kekuatan pasar, dan relokasi keuntungan
BUMN digunakan untuk meningkatkan
kesejahteraan prajurit TNI.

Masalah terbesar dari realisasi cita-
cita tersebut adalah ketidakjelasan prosedur
pendirian unit-unit usaha militer sehingga
menyulitkan pendataan. Kesulitan
berikutnya adalah keberatan yang

dinyatakan oleh beberapa petinggi militer
apabila proses pengambilalihan bisnis
tersebut dapat dilakukan dalam waktu
singkat. Kesediaan dari beberapa pejabat
tinggi TNI sangat membantu, namun dalam
pelaksanaannya hal itu masih sukar untuk
dilakukan karena belum tegasnya
perundangan yang dapat mengatur
masalah tersebut. Tampaknya resistensi
tertinggi untuk percepatan reformasi di
bidang bisnis militer datang dari TNI
Angkatan Darat. Mantan Wakil KSAD,
Mayor Jenderal Kiki Syahnakrie
memperkirakan, bahwa TNI-AD akan
keluar dari kegiatan bisnisnya sekitar 7
hingga 10 tahun mendatang.

Ekspresi yang berbeda datang dari
TNI-AL yang menyatakan siap untuk
menarik diri dari kegiatan tersebut apabila
ada perintah untuk itu. Namun terdapat
pula pemikiran untuk segera mencari
alternatif bisnis militer agar kesejahteraan
prajurit dapat tetap terpenuhi. Ada
kesediaan politis di kalangan pejabat tinggi
angkatan, pada akhirnya, untuk secara
lapang dada menyelesaikan masalah bisinis
militer tersebut serta menyerahkan
keseluruhan penataannya kepada Dephan,
dengan tetap diarahkan pada
kesejatheraan prajurit.

Deraan mutakhir terhadap TNI,
khususnya AD terjadi dengan mencuatnya
dugaan suap dalam pembelian 100 unit
tank Scorpion pada tahun 1995/1996 yang
lalu, yang ditengarai melibatkan putri tertua
mantan Presiden Soeharto, Tutut. Tuduhan
yang segera dianggap dengan sungguh-
sungguh oleh Pemerintah tersebut berasal
dari laporan berita pada harian Inggris The
Guardian terbitan bulan Desember 2004. Inti
permasalahannya terletak pada tuduhan,
bahwa produsen tank Scorpion tersebut
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telah memberikan uang pelicin kepada Siti
Herdianti Rukmana (Mbak Tutut) guna
memudahkan terjadinya transaksi
penjualan. Kontrak pembelian peralatan
tempur canggih itu ditandatangani oleh
Letnan Jenderal Wismoyo Arismunandar
sebagai Panglima Kostrad dan Jenderal
R.Hartono sebagai Kepala Staf Angkatan
Darat. Kasus ini menimbulkan masalah
hukum sehubungan dengan konsep
pembelian alat utama sistem pertahanan
(alutsita) yang selama ini menggunakan jasa
penghubung (pihak ketiga) dan proses
pemantapan transaksi pembeliannya
menjadi tidak transparan. Harga jual 100
tank tersebut, senilai 160 juta Poundsterling
yang ditawarkan oleh produsen Alvis
terhadap Indonesia, dan ini jauh lebih tinggi
dari yang ditawarkan kepada Singapura
dan Thailand. Dephan menyerahkan
pengusutan terhadap pembelian peralatan
tempur tersebut kepada Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk
diselesaikan secara hukum. Ada kehendak
politik dari Dephan agar pembelian melalui
pihak ketiga dapat secara bertahap
dikurangi, yang kemudian akan diambilalih
oleh Dephan sendiri yang dilakukan oleh
sebuah panitia beranggotakan antara 15
hingga 20 orang dari berbagai kalangan
terkait. Walaupun demikian, menurut
beberapa kalangan TNI, secara praktek,
pembelian langsung oleh Dephan masih
sulit dilakukan sampai peraturan mengenai
hal itu dirubah secara tetap.

Hal teknis lainnya adalah
menyangkut kemampuan negosiasi yang
terbatas menyebabkan adanya keperluan
untuk menggunakan pihak ketiga dalam
proses pembelian peralatan militer. Dephan
menanggapinya dengan mengusulkan
saran agar Dephan diberi peran lebih besar

dalam menjalin kontak dengan produsen
yang bersangkutan sebelum memasuki
tahap kesepakatan pembelian. Akan tetapi
dengan terdapatnya begitu banyak hal yang
belum dapat dijelaskan oleh TNI-AD
sehubungan dengan pembelian tersebut,
penyelidikan teknis masih terus dilanjutkan
dengan melibatkan kalangan legislatif
(DPR) maupun penegak hukum lainnya.
Bagaimanapun prosedurnya, TNI
secara keseluruhan memang mengalami
kesulitan dalam menampilkan jati dirinya
sebagai kekuatan penjaga dan pelindung
keutuhan wilayah Negara Kesatuan RI.
Peralatan yang tidak memadai dari segi
jumlah dan mutu menyebabkan terjadinya
berbagai rongrongan terhadap kedaulatan
negara serta harga diri TNI pada
umumnya. Dalam kasus bencana alam di
Aceh misalnya, TNI-AU secara akut
kekurangan peralatan transportasi
(pesawat dan helikopter pengangkut) yang
dapat diandalkan dalam operasi bantuan
TNI dalam situasi bukan perang.
Pengamat militer Andi Widjajanto
memperkirakan, bahwa TNI-AU idealnya
memiliki 24 skuadron berbagai jenis alat
angkut udara operasional yang dapat
digunakan sewaktu-waktu. Jumlah tersebut
merupakan kebutuhan minimum agar TNI
menjalankan fungsinya secara penuh, baik
dari segi teknis kemiliterannya maupun dari
segi peranannya sebagai satuan pendukung
dan perbantuan dalam keadaan darurat
sipil. Sambutan dari pihak Pemerintah
sementara ini dianggap cukup memadai
dengan adanya rencana usulan dari
Presiden untuk mengeluarkan keputusan
(keppres) menyangkut program 5 tahun ke
depan kebijakan kabinet di bidang
keamanan. Sampai saat itu terjadi, praktis
pemenuhan kebutuhan akan alat
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transportasi udara darurat dalam kejadian
bencana alam di Aceh dilakukan oleh pihak
asing (militer maupun sipil).

Ada pula langkah kecil dari AS
untuk meringankan beban TNI-AU dalam
pengendalian operasi penyelamatan di
Aceh, yaitu melalui usaha yang ditempuh
Wakil Menteri Pertahanan AS, Paul
Wolfowitz untuk segera melancarkan
pengiriman suku cadang Hercules C-130
beserta teknisinya, yang diharapkan dapat
secara darurat dapat membantu
meningkatkan keberdayaan Pemerintah
dalam membantu korban tsunami di
Sumatera. Dan hal itu dapat berlanjut

dengan peninjauan ulang seluruh
rangkaian bantuan militer AS kepada RI
sejauh kerjasama militer tersebut

bermanfaat bagi operasi gabungan RI-AS
membantu rekonstruksi Aceh. Diperlukan
ketegasan politik lebih mantap lagi guna
meyakinkan pihak luar, bahwa kebutuhan
akan TNI yang kuat tidak saja pada saat
terjadinya bencana alam ataupun
sejenisnya, namun harus juga dipahami
sebagai keniscayaan bagi negara dengan
skala geografis yang luas serta populasi
yang besar dan juga arti penting yang
dimilikinya sebagai faktor pendorong
stabilitas kawasan yang berpengaruh pada
situasi keamanan secara keseluruhannya.
Paket politik seperti itulah yang masih harus
dirumuskan oleh berbagai pihak yang
berkepentingan demi terjaganya integritas
negara kesatuan yang demokratis dan
damai.

Pengerahan Pasukan

Faktor yang juga dianggap menjadi
titik debat krusial dalam lapangan kebijakan
keamanan Kabinet saat ini adalah masalah
pengerahan pasukan. Di sini terkandung

berbagai unsur kemampuan TNI dalam
melibatkan kesatuannya mengemban
tugas-tugas militer maupun non-militer.
Yang penting di dalam konsep ini adalah
kejelasan akan fungsi komando pengerahan
dan koordinasinya dengan otoritas sipil
yang bersinggungan dengan wewenang
kemiliteran. Lahan ujian yang paling nyata
dapat terlihat dari operasi kemanusiaan
TNI di NAD, Nabire, Alor dan beberapa
daerah lainnya berkaitan dengan bencana
alam yang terjadi. Kesigapan TNI dalam
menjalankan operasi tersebut dapat
terganggu karena daerah operasi bencana
tersebut juga merupakan daerah operasi
pemulihan keamanan atau daerah konflik.

Ada ketidakjelasan nyata saat ini
dari segi kebijakan pengerahan kekuatan
pasukan TNI Kkhususnya dari segi
wewenang dan cakupan tugas yang
berhubungan dengan TNI sebagai bagian
dari komponen cadangan serta pendukung
pertahanan negara. Oleh karena itu muncul
dukungan terhadap gagasan
pemberdayaan warga negara sipil untuk
ikut ke dalam kewajibannya membela
negara sebagai anggota komponen
cadangan. Rancangan Undang-undang
(RUU) untuk keperluan tersebut tengah
diselesaikan oleh Dephan. Sampai hal itu
terlaksana, TNI sebagai satu-satunya
kekuatan organik negara masih
menjalankan fungsi non-militernya
bersamaan dengan fungsi pertahanan dan
pengamanannya. Pada saat ini, guna
meredam ketegangan di wilayah-wilayah
konflik, TNI cenderung menggunakan
pendekatan non-kekerasan terhadap
penduduk setempat untuk memberi
kesempatan kepada pilihan damai dan
rekonsiliasi bekerja secara maksimal.
Panglima TNI, Jenderal Endriartono Sutarto
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mengarahkan pasukannya di wilayah-
wilayah rawan konflik melakukan hal
tersebut. Hal ini juga sekaligus merupakan
suatu usaha untuk memisahkan rakyat dari
elemen separatis maupun radikal dan pada
gilirannya akan lebih memudahkan bagi

TNI dalam melaksanakan fungsi
pengamanannya.
Berbagai operasi pemulihan

keamanan di daerah-daerah, seperti Papua
dan NAD terimbas dengan kebijakan
tersebut dan mulai menampakkan hasilnya.
Banyak kesatuan TNI di daerah-daerah
rawan konflik berhadapan langsung
dengan kaum separatis tanpa menimbulkan
korban berlebihan di kalangan rakyat sipil.
Namun adanya kebijakan yang tidak
terpadu dari pimpinan TNI, seperti
pengerahan aparat intelijen di NAD serta
perintah penindakan eksesif dari
komandan lapangan di daerah-daerah
tersebut, menyebabkan efektivitas kebijakan
tersebut di atas menjadi berkurang.
Diharapkan, dengan dimasukkannya
warga sipil sebagai komponen cadangan
nasional, akan terjadi upaya pendekatan
yang lebih berbeda daripada yang yang
dilakukan oleh TNI umumnya sebagai unit
tempur (combatants). Kenyataan di
masyarakat adalah cukup tingginya
kesadaran mereka untuk ikut ambil bagian
dalam bela negara sejauh pengaturan
hukum mengenai hal itu jelas dan terukur,
serta ada pemisahan yang tegas fungsi dan
cakupan wewenang kedua kelompok
tersebut.

Sekarang ini, dengan adanya
berbagai peristiwa besar di Indonesia, TNI
secara kekuatan telah tertarik secara
berlebihan (over stretched) ke dalam tugas-
tugasnya. Di samping adanya permintaan
bantuan mengatasi masalah non-militer,

sebagian terbesar dari tugas yang
diembannya saat ini adalah tugas pokoknya
sebagai pengayom dan pelindung negara
kesatuan. Datangnya ancaman serta
tantangan secara tiba-tiba menyebabkan
teknis pengerahan pasukan TNI menjadi
sulit. Hal ini terkait dengan terbatasnya
sumber daya yang dimiliki oleh TNI,
khususnya sumber daya keuangan dan
peralatan.

Pecahnya konsentrasi TNI dalam
membantu mereka yang terkena musibah
dan menjaga keamanan dari gangguan
pengacau, menyebabkan kurangnya
jaminan perlindungan yang bisa diberikan
oleh TNI terhadap para relawan lokal
maupun asing yang sedang menjalankan
tugas kemanusiaan di NAD maupun di
Papua. Penyerahan tugas tersebut kepada
unit-unit dari Kepolisian RI (Polri) juga tidak
banyak membantu karena kesimpangsiuran
wewenang di antara kedua institusi itu yang
belum terjembatani secara jelas. Yang
paling menyedihkan dari ketidaksiapan
Pemerintah dalam pengerahan
penggunaan pasukan TNI di NAD adalah
adanya indikasi ketidakdisiplinan yang
dilakukan oleh sementara anggota TNI
dalam menjalankan tugasnya. Isu yang
berkembang di dalam konteks itu termasuk
penyalahgunaan wewenang pengamanan
barang-barang bantuan dan distribusinya.
Hal ini juga membuktikan tidak adanya
dukungan terencana dari pusat untuk
kelancaran tugas-tugas anggota TNI di
wilayah bencana sehingga mendorong
anggota TNI tertentu untuk ke luar dari
kerangka disiplin karena terpaksa.
Pengerahan kekuatan TNI di NAD sebagai
kekuatan pendukung adalah yang terbesar
yang pernah terjadi di Indonesia dari segi
skala maupun sasaran. Untuk
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mempercepat evakuasi jenazah saja, TNI
kembali mengirimkan 12.000 personil
tambahan disamping 45.000 pasukan yang
sudah disepakati sebelumnya untuk
membantu membersihkan kota-kota,
mengangkut korban yang tewas serta ikut
terlibat dalam rehabilitasi Aceh. Dibalik itu
ada pula perintah yang meragukan
validitasnya dari Panglima TNI untuk
memberikan pengawalan kepada pasukan
asing yang termasuk kelompok penunjang
bantuan dari negaranya masing-masing,
agar mereka terhindar dari “gangguan”
GAM. Kebijakan seperti ini hanya
memperlihatkan adanya ketidaksehatian
persepsi antara sipil dan militer di tubuh
Pemerintah.

Adanya surat keputusan mengenai
penyempurnaan organisasi tim nasional
penangan bencana di Aceh dan Nias yang
ditandatangani oleh Wakil Presiden Jusuf
Kalla telah pula membuahkan ambiguitas,
tidak saja kepada khalayak ramai pada
umumnya, namun juga pada efektivitas
Pemerintah dalam merumuskan serta
menerjemahkan kebijakan tersebut kepada
jajaran serta menimbulkan interpretasi
ganda pada otoritas yang berada di bawah
kendalinya, termasuk jajaran militer. Hal
tersebut dapat menimbulkan anggapan,
bahwa sipil masih mendapatkan kesulitan
dalam menangani masalah-masalah yang
bersifat darurat, sesuatu akan dapat lebih
cepat dan efektif apabila hal itu dilakukan
oleh militer.

Orgamisasi TNI

Lapangan kebijakan yang mendapat
banyak sorotan pers adalah hal-hal yang
berkenaan dengan organisasi TNI. Masalah
ini sangat erat kaitannya dengan kebijakan
yang telah dibuat sebelumnya oleh

Pemerintah Megawati Soekarnoputri,
maupun yang merupakan kegiatan berkala
TNI itu sendiri. Kekisruhan paling besar
datang dari perdebatan pergantian jabatan
Panglima TNI dari Jenderal Endriartono
Sutarto kepada Jenderal Ryamizard
Ryacudu yang pada saat ini menjabat
Panglima Kostrad TNI-AD. Perselisihan
pendapat mengenai soal tersebut
dipertajam oleh tarik menarik kepentingan
di DPR mengenai personil panglima serta
preferensi yang bergerak atas kehendak
manuver politik partai-partai politik
Persepsi yang telah jauh melebar sebagai
akibat dari surat pengunduran diri Jenderal
Endriartono dan penunjukan Jenderal
Ryamizard sebagai penggantinya oleh
Megawati menyeruak masuk ke dalam tertib
organisasi TNI seperti yang selama ini relatif
stabil. Presiden Yudhoyono sendiri akhirnya
mengeluarkan surat keputusan baru yang
bersifat pengganti guna menarik kembali
keputusan yang pernah dikeluarkan oleh
Megawati, yang dengan sendirinya secara
hukum menunda proses peralihan jabatan
tersebut. Tampaknya Presiden Yudhoyono
menaruh perhatian besar pada proses yang
sedang berlangsung itu karena menyangkut
pembenahan jajaran tinggi TNI yang
menjadi tulang punggung kekuatan
politiknya di kalangan militer.

Adanya imbas dari persaingan
tingkat tinggi TNI terhadap pemetaan
politik di legislatif memperlihatkan
sensitivitas persoalan transisi jabatan yang
tidak mungkin diabaikan oleh Presiden
Yudhoyono. Rencana akbar pembaruan di
kalangan TNI juga melibatkan upaya
Presiden untuk mendapatkan pijakan di
tempat-tempat di mana militer masih
berpengaruh, seperti badan intelijen.
Selama sebulan penuh setelah pengunduran
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diri Kepala BIN menjadi jelas, Pemerintah
tampaknya berkehendak agar loyalis
menjadi orang nomor satu di jajaran itu
daripada seorang spesialis. Manuver ini
sangat logis, mengingat di samping
buruknya kinerja lembaga itu selama ini, arti
penting suatu lembaga intelijen bagi
pasokan informasi untuk Pemerintah.
Penunjukan Mayor Jenderal (Purn.) Sjamsir
Siregar, yang pernah mengepalai badan
intelijen militer beberapa waktu yang lalu
memperlihatkan kesungguhan Presiden
Yudhoyono dalam pengamanan lembaga
penting tersebut berada di bawah
kendalinya. Tentunya, penunjukan
panglima TNI yang baru nanti tidak
terlepas juga dari perubahan menyeluruh
jajaran petinggi TNI termasuk mereka yang
akan memegang komando intelijen militer
(BAIS). Langkah-langkah menuju itu sudah
dapat dirasakan melalui berbagai
keterangan yang dikeluarkan oleh juru
bicaranya mengenai kesiapan Pemerintah
melakukan pergantian atas seluaruh kepala
staf angkatan dan Polri.

Dari gambaran umum yang dapat
dilihat, Pemerintah Yudhoyono terlihat
sangat concern atas pola hubungan sipil-
militer maupun hubungan militer-mliter di
bawah kepemimpinan panglima TNI
sekarang dan mencoba untuk
mempertahankan dulu posisi mereka
sampai situasi memungkinkan untuk
dilakukannya perubahan. Oleh karena itu,
salah satu alternatif dari bertumpuknya
perwira aktif yang belum mendapat jabatan
dan akan menjadi masalah di kemudian
hari, suatu usaha serius sedang
dipertimbangkan untuk memperlambat
penerimaan taruna agar proses regenerasi
dapat berjalan dengan lebih mulus.
Banyaknya perwira tinggi yang belum

memperoleh penempatan, disadari oleh
Presiden Yudhoyono sebagai “api dalam
sekam” yang dapat mengancam
pemerintahannya sendiri. Dari sini tampak,
bahwa hakekat pengelolaan organisasi TNI
yang sedang mengalami masa transisi ini
menjadi salah satu agenda terpenting
pemerintahan sekarang dalam rangka
pemantapan dan pengendalian penuh atas
TNI. Oleh karena itu diperlukan suatu
mekanisme tambahan yang dapat
memperjelas kedudukan dan hubungan
profesional di antara unit-unit TNI melalui
pengaturan hukum. Dalam hal ini, Menteri
Pertahanan melihat perlunya dilakukan
amandemen undang-undang yang
mengatur hubungan tersebut, khususnya
antar lembaga kemiliteran. Dalam konteks
masyarakat madani yang tercipta dari
pemikiran reformasi sosial, adalah logis
apabila Markas Besar TNI yang tugas
utamanya menjalankan action plan
kebijakan pertahanan berada di bawah
Departemen Pertahanan. Perkembangan
tersebut mendorong terjadinya wacana di
kalangan TNI sendiri, namun
kecenderungan yang terjadi saat ini
memperlihatkan adanya sikap yang lebih
terbuka dan dialogis diantara komponen
TNI untuk menerima sipil sebagai
pemegang kendali politik kebijakan
pertahanan-keamanan. Arah  dari
kebijakan baru tersebut sudah dapat diduga
akan mendapat hambatan non-teknis dari
segi kepolitikan nasional mengingat
pentingnya peranan TNI dalam masyarakat
Indonesia maupun sebagai alat negara.
Secara alamiah, dikehendaki atau tidak,
TNI akan kembali para kiprahnya sebagai
kekuatan pelindung yang hanya akan
bergerak bila otoritas sipil, sejauh
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dibenarkan oleh perundang-undangan,
menghendakinya.
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TIGA

Kerangka Kerja Normatif di Bidang Pertahanan Negara

Berdasarkan jabaran di atas, ada
empat komponen yang harus ditelaah lebih
dalam untuk mendapatkan suatu model
transformasi pertahanan. Komponen
pertama adalah kebijakan strategis negara
di bidang pertahanan. Kebijakan ini
meliputi kebijakan keamanan nasional,
strategi raya pertahanan negara, doktrin
militer, serta strategi-strategi operasi militer.
Komponen kedua adalah rincian tugas-
tugas militer yang menjadi derivasi dari
strategi pertahanan negara. Komponen
ketiga adalah postur pertahanan yang
terdiri dari organisasi pertahanan,
kapabilitas pertahanan, elemen pertahanan,
gelar kekuatan pertahanan, serta anggaran
pertahanan. Komponen keempat adalah
perkembangan terkini teknologi
pertahanan yang harus dapat menangkap
intisari dari revolution in military affairs.

Metode yang dapat dipergunakan
untuk menelaah keempat komponen
tersebut adalah metode Kaji Ulang
Pertahanan Strategik (Strategic Defense
Review). Kaji Ulang Pertahanan ini
dilakukan untuk menjamin agar proses
transformasi pertahanan akan mengarah
kepada pembentukan tentara profesional,
tangguh, dan menang perang.

Kaji Ulang Pertahanan juga perlu
dilakukan agar didapat jaminan bahwa
kebijakan pertahanan negara untuk
Indonesia 2004-2009 dapat memadukan
prinsip-prinsip normatif tentang kebijakan
negara dengan substansi kebijakan
pertahanan serta instrumen negara yang

akan merumuskan, melaksanakan, dan

mengawasi implementasi kebijakan

pertahanan.

Prinsip normatif utama yang harus
ditegakkan dalam pengembangan sistem
pertahanan negara adalah angkatan
bersenjata dikembangkan oleh negara untuk
menjadi suatu kekuatan militer yang
profesional dan tangguh dalam suatu
tatanan negara yang demokratis.
Berdasarkan UUD 1945 serta UU No.3/
2002 tentang Pertahanan Negara, prinsip
tersebut dioperasional dalam tiga komponen
dasar, yaitu (1) Presiden merupakan
pemegang otoritas politik tertinggi di bidang
pertahanan negara; (2) Menteri Pertahanan
memiliki kewenangan untuk merumuskan
kebijakan pertahanan negara; dan (3)
Panglima TNI melaksanakan kebijakan
pertahanan negara.

Tiga komponen tersebut dapat
dijadikan dasar untuk merumuskan
agenda-agenda kebijakan dalam rangka
penegakan prinsip superemasi sipil di
Indonesia. Agenda-agenda kebijakan yang
dapat dirumuskan untuk
diimplementasikan di periode 2004-2009
adalah:

(a) penataan Mabes TNI di bawah
Departemen Pertahanan;

(b) penguatan Departemen Pertahanan
untuk merancang, merumuskan, dan
mengawasi implementasi kebijakan
pertahanan yang dilaksanakan oleh
Panglima TNI sehingga dapat
berperan sebagai institusi sipil yang
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kompeten dan kredibel di bidang
pertahanan;

() membentuk Dewan Pertahanan
Nasional sesuasi dengan mandat UU
No 372002 tentang Pertahanan
Negara.

Prinsip normatif supremasi sipil di
atas harus mendasari perumusan substansi
kebijakan serta pengembangan instrumen
pertahanan negara. Substansi kebijakan
pertahanan dirumuskan dengan:

(1) merumuskan regulasi-regulasi politik di
bidang pertahanan negara;

(2) mengkaji ulang budaya strategik
Indonesia; serta

(3) merumuskan rencana pengembangan
kemampuan pertahanan Indonesia.

Perumusan substansi kebijakan di
bidang pertahanan negara diawali dengan
upaya untuk menyusun rangkaian regulasi
politik sehingga pengelolaan pertahanan
negara didasarkan pada prinsip-prinsip
demokrasi, HAM, dan prinsip-prinsip
hukum humaniter. Agenda kebijakan yang
harus disusun adalah melengkapi,
mengusulkan, menata kembali, dan
menyempurnakan aturan perundang-
undangan dalam bidang pertahanan
negara.

Agenda ini dapat dilakukan dengan
membentuk suatu cetak biru regulasi-
regulasi politik di bidang pertahanan
negara. Cetak biru tersebut dibentuk agar
ada kerangka legal-formal yang lengkap
yang mengatur:

(a) tataran kewenangan di bidang
pertahanan negara,;

(b) jenis-jenis kebijakan dan strategi
pertahanan negara,;

(c) organisasi pertahanan negara;

(d) mekanisme pengerahan dan
penggunaan kekuatan TNI,;

(e) prinsip pengelolaan dan penggunaan
sumber daya pertahanan; serta

(f) keprajuritan.

Aturan perundang-undangan yang

harus diprioritaskan adalah:

(1) RUU tentang Perubahan UU No.31/
1997 tentang Peradilan Militer;

(2) RUU tentang Perubahan UU No.3/
2002 tentang Pertahanan Negara;

(3) RUU tentang Perubahan UU No0.34/
2004 tentang TNI,;

(4) RUU Tugas Perbantuan;

(5) RUU Komponen
Pertahanan Negara,

(6) RUU Penetapan dan Penanggulangan
Keadaan Bahaya;

(7) RUU Bela Negara;

(8) RUU Hukum Pidana Militer;

(99 RUU Sumber Daya Pertahanan
Negara; dan

(10) RUU Tata Ruang Wilayah Pertahanan
Negara.

Cadangan

Undang-Undang No 3/2002 tentang
Pertahanan Negara dan Undang-Undang
No. 3472004 tentang Tentara Nasional
Indonesia pada dasarnya dibuat untuk
menegakkan prinsip-prinsip demokrasi
dalam pengelolaan pertahanan dan
penggunaan instrumen pelaksana
kebijakan pertahanan yaitu TNI. Prinsip-
prinsip tersebut diwujudkan dalam bentuk
mekanisme checks and balances yang
menegaskan bahwa masalah pertahanan
dan penggunaan TNI tidak bisa hanya
diserahkan pada satu aktor untuk
mencegah terjadinya penyalahgunaan alat/
instrumen kekerasan. Karena itulah kedua
undang-undang ini menggariskan
hubungan dan sekaligus pemisahan antara
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pemegang tanggung politik dan tanggung
jawab operasional. Dengan adanya kedua
aspek ini maka kedua Undang-undang ini
bertujuan untuk menegaskan hubungan
institusional sehingga tidak terjadi tumpang
tindih wewenang, tugas, dan tanggung
jawab antar institusi dan aktor-aktor
keamanan.

Penegakan prinsip-prinsip
demokrasi dalam pengelolaan masalah
pertahanan, termasuk di dalamnya
penggunaan TNI, harus dicerminkan dalam
kewenangan pemerintah dalam
merumuskan kebijakan dan strategi
pertahanan nasional. Pemerintah adalah
penerima mandat politik dari rakyat yang
dalam menjalankan tugasnya dikontrol
oleh dewan perwakilan rakyat atau
parlemen. Mandat politik ini tidak pernah
diberikan kepada instrumen pelaksana
yaitu TNI. Dengan demikian, presiden
memegang wewenang dan tanggung jawab
pertahanan dan keamanan nasional,
menetapkan prioritas keamanan nasional,
strategi untuk mencapainya, dan
penggunaan TNI untuk menopang
pencapaian tujuan keamanan nasional
tersebut. Tanggung jawab ini memerlukan
perumusan kebijakan yang komprehensif
dan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan
jenis ancaman, kekuatan instrumen
keamanan dan menentukan pilihan-pilihan
tindakan dalam situasi-situasi tertentu. Atas
dasar ini, Presiden harus membuat
kebijakan umum pertahanan negara,
memegang kekuasaan tertinggi atas
Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan
Angkatan Darat. Presiden dengan
persetujuan DPR menyatakan perang dan
membuat perjanjian perdamaian dengan
negara lain. Presiden berwenang
mengerahkan kekuatan bersenjata dengan

persetujuan DPR, termasuk di dalamnya
pengerahan kekuatan bersenjata dalam
keadaan mendesak. Presiden juga
memegang kekuasaan untuk menyatakan
keadaan bahaya atau keadaan darurat dan
mengerahkan TNI untuk mengatasi
keadaan darurat tersebut.

Beberapa hal fundamental yang
mendasari Undang-undang Pertahanan
Negara dan Undang-undang tentang TNI
terus diuji oleh perkembangan politik dan
keamanan, misalnya, beberapa waktu yang
lalu terjadi kontroversi sekitar pembelian
Sukhoi dan masalah pemberhentian dan
pengangkatan panglima yang menjadi
sumber pertentangan politik antara DPR
dan Presiden. Ujian ini menyangkut
perimbangan antara efektifitas dan efisiensi
mekanisme di satu sisi dan demokrasi di sisi
lain dalam penyelenggaraan dan
pengelolaan pertahanan negara dan salah
satu instrumen pelaksananya yaitu TNI.
Oleh karena itu penting bahwa kedua
Undang-undang ini dilihat kembali supaya
tetap relevan dalam pengertian
perimbangan prinsip-prinsip di atas.

Tampak bahwa dalam
perkembangannya kedua Undang-undang
ini mengandung beberapa kelemahan,
paling tidak menghadapi beberapa
masalah. Undang-undang No. 3/2002
tentang Pertahanan Negara menyisakan
masalah-masalah yang berkaitan dengan
organisasi, hubungan kewenangan antar
institusi, pengaturan tentang komponen
pertahanan, dan tentang postur
pertahanan. Sedangkan Undang-undang
No. 3472004 tentang Tentara Nasional
Indonesia masih mengandung beberapa
masalah mendasar tentang tugas TNI yang
seharusnya dirumuskan lebih
spesifik dan tegas; masalah postur;
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organisasi TNI dalam hubungannya
dengan Departemen Pertahanan;
hubungan kewenangan dalam
pengangkatan dan pemberhentian
panglima dan kepala staf angkatan, dan
peng